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IKHTISAR 

 Mursal Pohan, Skiripsi, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap 

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 Atas Perubahan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Siyasah Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN SU Tahun 2019, Pembimbing I, Drs. H. 

Syuai’bun, M. Hum, Pembimbing II, Deasy Yunita Siregar, M.pd. 

 Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, 

pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh 

peresiden. Menurut penjelasan UU No. Tahun 2020 Junto UU No. 22 Tahun 

2002 pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak 

terkait dengan penilaian putusan hakim. Adapun Rumusan Masalah, 

bagaimana mekanisme pemberian grasi dalam UU No. 05 Tahun 2010 atas 

perubahan UU No. 22 Tahun 2002, bagaimana perspektif Fiqih siyasah 

terhadap UU No. 05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 

Tentang Grasi, bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 

2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Tujuan 

penelitian, untuk mengetahui,untuk mengetahui mekanisme pemberian grasi 

dalam UU No. 05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 

Tentang Grasi, untuk mengetahui perspektif Fiqih siyasah terhadap UU No. 

05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, 

untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 

atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Penelitian Ini bersifat 

deskiriptif. Jenis penelitian ini hukum normatif. 

 Hasil penelitian, menunnjukkan bahwa, yang member grasi adalah 

Presiden sebagai kepala Negara atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. 

Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau 

keluarganya, grasi diajukan langsung kepada Presiden. Pengampunan, yang 

dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan dua macam hak untuk 

member pengampunan terhadap pidana, yakni yang pertama pengampunan 

yang diberikan oleh pihak keluarga korban pada kasus jarimah qishos, dan 

yang kedua pengampunan yang diberikan Kepala Negara. Kesimpulan, Grasi 

adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 

penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana  

 

Kata kunci: Grasi, Undang-Undang, Tinjaun Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum 

(rechtsstaat) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan 

dan tindakan pemerintah serta lembaga-lenbaga negara lain, harus dilandasi 

dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum 

maupun didepan hukum.
1

 Prinsip ini jelas selain terdapat di pasal-pasal 

betang tubuh dan penjelasan Undang-undamg dasar 1945 sebelum 

amademen merupakan pelaksanaan dari pokok pokok pemikiran yang 

terkandung dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Selanjutnya 

tertuang di dalam pembukaan dan perubahan ketiga pada pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang dasar 1945 pasca amademen ke-4 yang mana pokok-pokok 

pemikiran tersebut merupakan pancaran dari falsafah negara pancasila, yaitu 

‚keadilan yang beradab‛ dan ‚keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia‛.
2

                                                             
1

 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011),hlm,177. 

2

 Sjechul Hadi Purnomo, Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan; Teori dan 

praktek, (Surabaya: CV Aulia,2004),hlm,322. 
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Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, 

pengurangan atau penghapusan pelaksanan pidana kepada terpidana oleh 

Presiden.Bahwa grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki 

kepala negara di bidang yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan 

perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-

undang dasar Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 Junto UU No. 5 

Tahun 2010 Tentang Grasi. Grasi menurut Undang-Undang grasi Pasal 1 

ayat (1) adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan 

atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden.
3

 

Menurut penjelasan UU No.5 Tahun 2010 Junto UU No.22 Tahun 2002 

pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait 

dengan penilaian putusan hakim. 

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam 

bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan 

ampunan.Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat 

merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiaban 

                                                             
3

Santoso,pengajuan Grasi yang berulang-ulang menurut UU Nomor 22 tahun 2002 

dan hukum Islam,(skripsi institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 

Surabaya,2008),hlm,156. 
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menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan 

kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitas terhadap terpidana.
4

 

Dengan diundangkannya UU No. 05 Tahun 2010 junto UU No. 22 

Tahun 2002, kesempatan mendapatkan pengampunan dari Presiden atau 

Grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang grasi menyebutkan bahwa putusan pidana yang 

dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup dan 

penjara paling rendah 2 tahun.Dengan ini terlihat bahwa yang berhak 

mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat, yang dalam prakteknya 

justru menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati, banyak 

terpidana mati yang terkatung-katung nasibnya hanya karena menunggu 

grasi dari Presiden.
5

 

Dalam UU No. 05 Tahun 2010 Junto UU No.22 Tahun 2002 tentang 

Grasi hanya menyebutkan jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh 

Majelis kepada terdakwa saja yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk 

mengajukan permohonan grasi. Dalam UU tersebut tidak menyebutkan 

kualifikasi tindak pidana apa yang dapat memperoleh grasi, jadi semua 

                                                             
4

Santoso,Pengajuan Grasi yang berulang-ulang menurut UU Nomor 22 tahun 2002 

dan hukum islam,hlm,157. 

5

Ibid,hlm,157. 
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narapidana berhak mengajukan grasi tanpa melihat tindak pidana apa yang 

mereka lakukan.
6

 

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum diseluruh 

dunia.Sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam 

kedudukannya sebagai Kepala Negara.Maka meskipun ada nasihat atau 

pertimbangan dari Mahkamah Agung, grasi oleh Presiden pada dasarnya 

adalah bukan suatu tindakan hukum, meliankan suatu tindakan non hukum 

berdasarkan hak prerogatif seorang Kepala Negara.
7

Dengan demikian grasi 

bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (starfvermiderend) atau 

memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah 

diputuskan oleh Mahkamah Agung.Jadi grasi secara etimologi berasal dari 

bahasa Belanda berarti anugerah atau rahmat dan dalam terminilogy hukum 

yang diartikan keringanan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara 

kepada terhukum setelah mendapat keputusan Hakim atau pengampunan 

secara individual. Dalam bahasa latin disebut Gratia yaitu semacam anugerah 

(di Belgia disebut ‚Genade‛) dari kepala Negara dalam rangkah 

                                                             
6

Ibid,hlm,157. 

7

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 

2002 Nomor 108. 
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memperingan atau membebaskan pidana siterhukum. Namun juga grasi itu 

bisa ditolak oleh Presiden.
8

 

Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan apa yang harus 

digunakan Presiden untuk memberikan grasi, Undang-Undang hanya 

menyebutkan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung. Yang menjadi pasti dengan adanya UU 

No. 05 Tahun 2010 Junto UU No. 22 Tahun 2002 adalah pembatasan 

terhadap hukuman yang dapat diajukan grasi.
9

 

Fikih siyasah sendiri terdapat fikih dusturiyah dan didalamnya 

membahas tentang seorang khalifah yang memiliki untuk mengampuni 

seseorang atau meringankan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana.
10

 

Dalam fiqih siyasah istilah-istilah pengampunan tidak banyak 

dirumuskan oleh ulama Fiqih, meskipun demikian tetap ada penjelasan 

mengenai pengampunan tersebut, dengan maksud untuk mengetahui 

batasan dan jenis pengampunan yang dapat diberikan atas jarimah atau 

                                                             
8

 Priyatno Dwidja,sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia, (Bandung: PT 

Refika Aditama,2006),hlm,198. 

9

 Ibid,hlm,198. 

10

 Syarif Ibnu Mujar, Fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik hukum islam,  

(Jakarta:Erlangga,2009),hlm,69. 
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tindak pidana yang dilakukan.Jika ditarik dari padanan arti kata grasi 

sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi dan Undang-undang, bahwa 

grasi nerupakan suatu pengampunan yang diberikan seorang penguasa yang 

dalam hal ini seorang Presiden.
11

Maka, dalam dunia peradilan islam juga 

dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah al-afwu (العفى ) dan al-

syafa’at (الشفاعت ), baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban 

atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan. 

Sebagaimana Pengampunan pernah diberikan pada masa 

kepemimpinan Umar dan Utsman, mereka pernah memberikan 

pengampunan kepada seseorang dan sesuai dengan situasi pada saat itu.
12

 

Seperti pada kepemimpinan Umar bin Khattab ra, dimana umar tidak 

menjatuhkan hukuman potongan tangan pada pelaku pencurian dimusim 

panceklik (musim kelaparan) meskipun pada saat itu hukum islam tentang 

hukuman potong tangan sudah berlaku, tetapi Umar tidak memberikan 

hukuman dikarenakan pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan sehingga 

bisa disebut keputusan Umar itu adalah keputusan grasi atau hak pemimpin 

untuk mengampuni. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, ada salah satu 

                                                             
11

 Ibid,hlm,69. 

12

TM Hasbie ash shiddiqie, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1969), hlm,123. 
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anggota keluarganya yang kebetulan saat itu sedang menjabat sebagai 

Gubernur dan ketahuan mabuk tetapi tidak dihukum hanya dipindahkan dari 

tempat tinggalnya dan dari daerah kepemimpinannya.  

 Dalam Fiqih Siyasah yang menjadi dasar adanya 

pengampunan menurut Ahmad Fathi Bahansi antara lain yaitu firman 

Allah SWT. Surah Al-imran ayat 155:
13

 

وَلقَدَْ عَفاَ اللهُ عَىْهمُْ انَِّ اللهُ غَفىُْرٌ حَلِيْمٌ 

Artinya : 

Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada 

mereka.Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha 

penyantun. 

 

 Dankata al-‘afwu (العفى) menurut Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin 

Zakariyya al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang 

seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah 

mendapatkan pengampunan.
14

Kata al-syafa‘at (الشفاعت)sebagaimana hadits 

atsar yang diriwayatkan dari Imam Malik yang didefinisikan oleh Fakhruddin 

al-Razi (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna ‚suatu permohonan dari 

                                                             

 
13

Ali Fathi Bahansi, al-uqubat fi al-fiqh al-islam, (Bairut: maktabah al-arobiyyah, 

1961), hlm, 219. 

 
14

TM Hasbie ash shiddiqie, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam, hlm,123. 
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seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi‛.
15

Adapun definisi 

al-syafa‘at menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli 

hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab al-Ta‘rifat, bahwa al-syafa‘at 

adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari 

menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.
16

 

 Dalam praktek pengampunan dalam fiqih siyasah, ulama-ulama fiqih 

saling berbeda pendapat satu sama lain, ada yang mengatakan bahwa 

pemberian pengampunan (al-‘afwu/al-syafa‘at) diperbolehkan, selama 

perkara tersebut belum diajukan kepengadilan untuk disidangkan.
17

Meskipun 

jarimah tersebut yang berkaitan dengan perkara hudud, dan jarimah yang 

diancam dengan hudud.Adapun dalam perkara ta‘zir, para ulama sepakat 

bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada semua 

tindak pidana ta‘zir.Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak 

pidana ta‘zir dan hukumannya, baik sebagian maupun 

keseluruhannya.Meskipun demikian, para fuqaha ada yang berbeda 

                                                             

 
15

Ibid, hlm,123. 

 
16

Ibid, hlm, 124. 

 
17

 Syarif Ibnu Mujar, Fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik hukum islam, 

hlm,156. 
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pendapat tentang boleh tidaknya penguasa memberikan pengampunan 

terhadap semua tindak pidana ta’zir atau terbatas pada sebagian saja.
18

 

  Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, atau yang 

lebih dikenal dengan sebutan al-Mawardi, dalam kitabnya yang berjudul 

AlAhkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayaat Al-Diniyyah, juga terdapat 

penjelasan tentang grasi. Meskipun dalam kitab tersebut tidak ada tema 

khusus tentang al-‘afwu dan al-syafa‘at, namun impelemntasi dari term al- 

‘afwu dan al-syafa‘at digunakan oleh al-Mawardi dalam beberapa kasus 

perkara hudud dan ta’zir. Salah satu pernyataan al-Mawardi yang 

berhubungan dengan pengampunan hukuman (grasi) adalah bahwa pejabat 

pemerintah yang berwenang dapat menetapkan kebijakan pengampunan 

dalam bentuk membatalkan pelaksanaan hukuman, jika suatu hukumam 

yang akandijatuhkan adalah milik mutlak pemerintah dan untuk tujuan 

penurusan perilaku si pelaku, serta tidak berhubungan dengan hak 

seseorang.
19

Pendapat di atas, berlandaskan pada hadits Nabi Muhammad 

SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi: 

                                                             

 
18

Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah; Asas-Asas Hukum Pidana Islam,(Bandung: 

Pustaka Bani Quraisy, 2004).hlm,270. 

 
19

 Ibnu Muhammad al-Husain, al-mufradat fi Garib al-Qur’an, (Beirut Libanon: Dar 

al-ma’rifah,1324,2001),hlm,321. 
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دُ بْهُ الْعَللََءِ حَدَّ ثىَاَأبىُأسَُامَتعََهْ برَُيْدٍ عَهْ أبَيِْ برُْدَةَ عَهْ أبَيِْ  حَدَّ ثىَاَ مُحَمَّ

ُ كَانَ إِذَا أتَاَيُ السَّاءِلُ أوَْ صَا حِبُ  ًِ وَسَلَّمَ أوًََّ ُ عَليَْ مُىْسَ عَهْ وبَيٌِ صَلًَّ اللهَّ

ًِ مَا اَاءَ  . الْحَا َ تِ  اَ لَ ااْفعَُىْ  لَْ َْ  َ رُوْا وَ لْيقَِْ  اّللهُ عَلًَ لسَِانِ رَسُىْلِ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kaum Muhammad bin Al Ala, telah 

menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Buraid, dari Abu 

Burdah, dari AbuMusa, dari Nabi SAW, apabila ada seseorang 

meminta atau memerlukan suatu kebutuhan datang kepada beliau, 

maka beliau bersabda: ‚berilah peringanan hukuman, niscaya kalian 

akan mendapatkan pahala. Sesungguhnya Allah dapat menetapkan 

hukum melalui lidah nabinya sesuai kehendaknya‛.
20

 

 

Berdasarkan uraian diatas grasi menurut Undang-Undang No.5 Tahun 

2010 tentang perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 2010 Tentang 

Grasi dan menurut  Fiqih Siyasah tentang pengampunan terhadap pelaku 

kejahatan dapat diterima asalkan sesuai dengan presedur dan situasi yang 

tepat.  

Berdasarkan masalah diatas saya merasa tertarik mengadakan sebuah 

penelitian dalam bentuk skiripsi yang berjudul.“Tinjauan Fikih Siyasah 

Terhadap UU No.05 Tahun 2010 Tentang Grasi”.Apakah grasi tersebut 

telah melalui prosedur dan sesuai dengan situasi tepat. 

 

 

                                                             

 
20

Ibnu Muhammad al-Husain, al-mufradat fi Garib al-Qur’an,hlm,322. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme pemberian grasi dalam UU No. 05 Tahun 

2010? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 

tentang Grasi?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian grasi dalam UU No. 05 

Tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 

2010 tentang grasi. 

D. Manfaat Penelitian 

 Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta di harapkan 

mampu menjadi dasar untuk keseluruhan untuk di jadikan pedoman bagi 

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya 

bermanfaat bagi penulis khususnya, penelitian ini dimiliki beberapa manfaat 

(kegunaan) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam hal: 
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a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai 

tata cara tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No.05 Tahun 2010 

tentang Grasi.. 

b. Menambah khazanah keilmuan, dan lebih spesifiknya untuk 

melengkapi kekurangan yang ada dalam tema kajian seputar tata 

cara tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No.05 Tahun 2010 

tentang Grasi.. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi sebagai berikut: 

a. Bagi penulis secara pribadi penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan baru tentang kajian ke fiqih siyasah, 

khususnya bidang kajian fiqih siyasah serta meningkatkan 

kemampuan akademis penulis, khususnya dalam bidang riset. 

b. Bagi sarjana UIN-SU medan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan melengkapi penelitian yang sudah ada sebagai 

perbendaharaan perpustakaan, khususnya dalam bidang yang 

membahas seputaran tata cara tinjauan fiqih siyasah terhadap UU 

No.05 Tahun 2010 tentang Grasi. 
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c. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 

refrensi alternatif dalam membahas seputar problematiak tata cara 

tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No.05 Tahun 2010 tentang 

Grasi. 

E. Batasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalah pamahaman dalam menelaah skiripsi ini 

penulis merasa perlu untuk membatasi beberapa istilah yang kerap kali 

muncul dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah. 

1. Grasi: secara bahasa grasi berasal dari bahasa Belanda(gratie), di 

artikan dengan ‚pengurangan hukuman yang diberikan kepada 

negara (presiden) kepada seorang terhukum. Adapun secara istilah 

grasi adalah ‚wewenang dari kepala negara untuk memberikan 

pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, 

berupa menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk 

hukuman itu.
21

 

 Adapun secara yuridis pengertian grasi diterangkan pada Pasal 

1 undang-undang 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undang-

                                                             

 
21

Peter Salim dan yenni Salim, kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer Edisi I, 

(Jakarta:Modren English Press,1991),hlm,154. 
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undang nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagai ‚pengampunan 

berupa perubahan, peringanan,pengurangan, atau penghapusan 

pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh 

Presiden.‛
22

 Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan umum 

terhadap undang-undang ini, grasi, pada dasarnya. Pemberian dari 

presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, 

peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan 

kepada terpidana. 

 Dengan demikian pemberian grasi merupakan persoalan teknis 

yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan 

hakim. pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden 

dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk 

memberikan ampunan.
23

 Kondati pemberian grasi dapat mengubah, 

meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani 

pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan 

                                                             

 
22

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 

2002 Nomor 108. 

 
23

Ibnu Muhammad al-Husain, al-mufradat fi Garib al-Qur’an,hlm, 393. 
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kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap 

terpidana.
24

 

3. Fikih siyasah, ilmu tatanegara islam yang secara sepesifik membahas 

tentang seluk  beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 

umumnya dan negara khususnya, berupa penetapan hukum, 

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang 

bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama islam. 

4. Hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat 

ini pada suatu negara, hukum positif yang dimaksud disini adalah 

hukum positif diindonesia khusus mengenai undang-undang No. 5 

Tahun 2010 perubahan dari Undang-undang No. 22 tahun 2002 

tentang Grasi.
25

 

F. Metode Penelitian 

   “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisnya.‛ 

Metode penelitian merupakan presedur atau langkah-langkah yang dianggap 

                                                             

 
24

Ibid,hlm,393. 

 
25

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press,2006),hlm,43. 
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efektif dan efesien, dan pada umumnya sudah mempola untuk 

mengumpulkan, mengola, dan menganalisis data dalam rangka menjawab 

masalah yang diteliti secara benar. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, metode 

penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di 

dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

yang ada. Tahapan pertama penelitian normatif adalah penelitian yang 

ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan 

mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian 

hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum 

subjektif (hak dan kewajiban).
26

 

2. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 

mempuyai tujuan untuk memaparkan atau menggabarkan secara lengkap 

                                                             

 
26

Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif:Bagaimana?‛, Law 

Review,(Fakultas Hukum Universitas Pelita Hrapan, Volume V No. 3 Tahun 2006), hlm,50. 
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dan sistematis objek yang diteliti, yaitu tinjauan fiqih siyasah terhadap UU 

No. 05 Tahun 2010 tentang Grasi. 

3. Pendekatan Penelitian 

‚Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap 

legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) 

yang digunakan‛ pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

perbandingan (comparative approach).
27

 

 Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan 

dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum 

dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dari 

perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan 

perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Dalam hal ini ialah sistem dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. 

4. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah 

sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan 

kepustakaan, berupa dokumen, buku, laporan, arsip, dan literatur-literatur 

                                                             

 
27

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia,2006),hlm,229. 
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yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  Sumber data sekunder yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

 Data primer dalam penelitian ini antara lain: abd al-Qadir ‘Audah, at-

Tasyri’ al islamy, juz 1,(Beirut:muassasah ar-risalah 19922), As-sayyid sabiq, 

figh as-sunnah (kairo:Dar ad-Diyan li at-Turats,1990), cet. Ke-2, dan kitab 

undang-undang hukum pidana (KUHP). 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah Muhammad ibn Muslihuddin Mustafa al-

Qaujary, Al-Hanafy,Hasyiyah muhyiddin syekh zarah ‘ala tafsir al-Qady al-

Baidawy, juz 11 (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1419 .H/ 1999.M), asbi ash-

shiddieqy, Tafsir  al-Qur’anul Majid an-nuri(Semarang:Pustaka Risky Putra, 

2000), Said Qutub Ibrahim, Tafsir fi Zilalil al-qur’an (Kairo: Dar al-syuruq,tt.\ 

) 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi dokumen, studi dokumen menurut soerjono soekanto, 
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merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertukis 

dengan mempergunakan ‚conten analiysis‛.
28

 

6. Teknik Analisi Data 

 Pada penelitian hukum normatif, tehnik analisis data yang digunakan 

adalah nonstatistik,‚analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga 

dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti 

yang terdapat di dalam data.‛ ‚ Tehnik analis data dalam penelitian penting 

agar data-data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis agar dapat 

menghasilkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan dari 

permasalahan.
29

 

 Tehnik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah tehnik analisis data yang bersifat content analysis, yaitu tehnik analisis 

 

 data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan 

agar disusun, kemudian dujelaskan dari materi perundang-undangan.
30
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,hlm,230. 

 
29

.Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,hlm,103 

 
30

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,hlm,103. 
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G. Kajian Terdahulu 

 Kajian terdahulu berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian 

terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian 

dengan judul skiripsi yang sama.
31

 Adapun pembahasan yang relevan dengan 

judul penelitian penulis adalah. 

1. Husin Wattimene, tinjauan fiqih siyasah dalam  pemberian dan 

pencabutan grasi, Institut Agama Islam Negeri Ambon. 

2. Dienta Dinnear, pemberian grasi terhadap terpidana sebagai hak 

prerogatif (studi atas penggunaan hak grasi presiden terhadap kasus-

kasus di Indonesia) Universitas Briwijaya. 

 

3. Risky Ananda Zuhri Saragih, pemberian grasi kepada terpidana mati 

kasus narkotika dalam perspektif fiqih siyasah, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

H. Sistematika Pembahasan 

                                                             

 
31

Dadang Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), hlm,51. 
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 Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan 

pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan 

penulisan skiripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini 

disusun dalam lima bab. 

 Bab I, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah,Metode 

penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan. 

 Bab II, Tinjauan umum terhadap mekanisme pemberian grasi, terdiri 

dari, pengertian dan ruang lingkup grasi, dasar hukum grasi, mekanisme 

pemberian grasi dalam Undang-Udang Nomor 05 Tahun 2010. 

 Bab III, Tinjauan fiqih siyasah terhadap pemberian pengampunan, 

terdiri dari, pengertian pengampunan dan sejarah pemberi pengampunan, 

dasar hukum pengampunan, ruang lingkup pengampunan. 

 Bab IV, Pembahasan, terdiri dari, mekanisme pemberian grasi dalam 

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010, tinjauan fiqih siyasah terhadap 

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Grasi, analisis penulis. 

 Bab V, Penutup, terdiri dari, kesimpulan, saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TERHADAPMEKANISME PEMBERIAN GRASI  

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Grasi 

1. Pengertian Grasi 

Secara bahasa grasi berasal dari bahasa Belanda (gratie), diartikan 

dengan ‚pengurangan hukuman yang diberikan kepala Negara (Presiden) 

kepada seorang terhukum.‛
32

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Grasi berarti ‚anugerah, dan dalam 

terminilogi hukum Grasi diartikan sebagai bentuk pengampunan kepada para 

terhukum yang diberikan oleh Kepala Negara.‛
33

Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala 

Negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.
34

 

Adapun secara terminologi grasi diartikan oleh J.C.T. Simorangkir 

dengan ‚wewenang dari kepala Negara untuk member pengampunan 

terhadap hukuman yang telah dijatuhakan oleh hakim untuk menghapuskan 

seluruhnya,sebagian,atau merubah sifat atau bentuk hukuman 

                                                             
32

 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),hlm.149. 

33

 Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi I, (Jakarta: 

Modern English Press.1991),hlm,154. 

34

Ibid, hlm,154. 
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itu.‛
35

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqe, grasi merupakan kewenangan 

Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait 

dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan 

pengampunan ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan 

kewenangan peradilan.
36

 

Secara yuridis pengaturan grasi terdapat di dalam UUD 1945, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dan didalam 

peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1948. Di dalam UUD 1945 Pasal 14 

ayat (1) dinyatakan: ‚Presiden member grasi dan rehabilitas dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.‛ 

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi 

dinyatakangrasi yaitu ‚pengampunan berupa perubahan, 

peringanan,pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada 

terpidana yang diberikan oleh Presiden.‛
37

 

                                                             
35

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia( Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008),hlm,489. 

36

 Jimly Asshiddiqe, Konstitusi dan konstitusionalisme (Jakarta: Sekjen dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. 2006),hlm,175-176. 

37

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 108. 
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Di dalam peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 dinyatakan 

‚atas hukuman yang dijatuhakan oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, 

pengadailan Negeri, pengadilan kepolisian, Mahkamah Tentara Agung, 

Mahkamah Tentara Tinggi, Mahkamah Tentara, dan pengadilan lain yang 

ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, terhukum atau orang lain dapat mohon 

grasi kepada Presiden.‛
38

 

2. Ruang Lingkup Grasi 

a. Kekuasaan Presiden 

Kekuasaan Presiden dapat dibebaskan menjdi dua macam, yaitu: 

kekuasaan yang diperoleh secara atributif dan kekuasaan yang diperoleh 

secara derivatif. Perolehan kekuasaan secara atributif menyebabkan 

terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum 

ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara 

atributif bersifat asli (oorspronkelijk) dan pembentukan kekuasaan secara 

atributif menyebabkan adanya kekuasaan baru, sedangkan kekuasaan yang 

secara derivatif disebut pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan yang telah 

ada dialihkan kepada pihak lain dan sifatnya derivatif (afgeleid). Kekuasaan 

                                                             
38

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Mengatur Hal Permohonan 

Grasi. 
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yang afgeleid adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada 

pihak lain.
39

 

Menurut Bagir Manan, jenis-jenis kekuasaan yang diletakkan kepada 

Presiden oleh UUD 1945 maupun ketentuan di luar UUD, dapat dirinci 

sebagai berikut;
40

 

1. Kekuasaan peyelenggaraan pemerintah; 

2. Kekuasaan dibidang perundang-undangan, meliputi; a). kekuasaan 

membentuk undang-undang, b). kekuasaan membentuk peraturan 

pemerintah, c). kewenangan menetapkan keputusan Presiden dan , d). 

kewenangan menetapkan perpu: 

3. Kekuasaan di bidang yustisial; serta 

4. Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, neliputi; a). 

kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain, b). kekuasaan 

menyatakan perang dengan negara lain, c). kekuasaan mengadakan 

perdamaian dengan negara lain. 

                                                             
39

 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis 

Terhadap Pidato Nawaksara,(Gramedia Pustaka utama,Jakarta, 1997),hlm,52. 

40

 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, dalam sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif 

di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), (Jakarta: Rineka 

Cipta,2011),hlm,41. 
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 Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku kepala 

pemerintahan adalah:
41

 

a. Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan 

mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan 

menetapkan undang-undang. 

b. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti 

undang-undang. 

c. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah 

d. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 

Pembuat UUD 1945 mengatur secara rinci macam substansi yang 

harus ditetapkan dengan bentuk UU. Substansi yang harus ditetapkan 

dengan UU, menurut pembuat UUD 1945 adalah;
42

 

a. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain. 

b. Menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya 

dalam bentuk UU. 

                                                             
41

Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap 

Pidato Nawaksara,hlm,53 

42

 Ibid,hlm,54. 
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c. Menetapkan dan menyusun Anggaran Pendapatan negara dan 

Belanja Negara yang dimintakan persetujuan kepada DPR. 

d. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara dengan 

undang-undang. 

Kekuasaan atributif Kepala Negara digunakan untuk kepanjangan 

kekuasaan Presiden yang diperoleh secara atributif. Kekuasaan yang bersifat 

atributif Kepala Negara itu adalah:
43

 

a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

b. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Untuk menyatakan negara 

dalam keadaan bahaya, Presiden tidak perlu minta persetujuan 

terlebih dahulu dari DPR. Namun syarat dan akibat keadaan bahaya 

harus diatur dengan undang-undang. Ini berarti memerlukan 

persetujuan DPR. 

c. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dari 

negara lain. 

d. Presiden memberi grasi, amnesti,abolisi dan rehabilitas. 

                                                             
43

 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis 

Terhadap Pidato Nawaksara,hlm,54. 
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e. Presiden memberi gelar, tanda jasa kepada orang yang berjasa pada 

bangsa atau negara. 

b. Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi 

Terkait dengan kewenangan pemberian grasi, kewenangan tersebut 

dimiliki oleh seorang Presiden. Kewenangan pemberian grasi tersebut dapat 

ditinjau dari 3 (tiga) hal yang menyangkut:
44

 

a. Kewenangan Konstitusional Presiden 

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, negara indonesia 

adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik banyak dijumpai pada 

negara-negara yang berbentuk republik, kedudukan seorang Presiden adalah 

sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara.Dua 

kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah inilah yang saat 

ini disandang Presiden Republik Indonesia.
45

 

Dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional baik sebagai 

kepala pemerintahan (chief of executive) dan sebagai kepala negara (head of 
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state) diatur dalam UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan (chief of 

executive) terumus dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sebagai 

kepala negara (head of state) yang bertindak untuk dan atas nama negara 

ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 

15 UUD 1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal 

(single executive), yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.
46

 

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa, 

Presiden memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung.Apabila difahami secara seksama rumusan 

pasal tersebut, maka ketentuan pasal tersebut memberikan suatu 

kewenangan konstitusional kepala Presiden yaitu memberikan grasi. 

Kedudukan Presiden dalam memberikan grasi bertindak untuk atas nama 

negara.
47

 

b. Kewenangan pemberian grasi berdasarkan undang-undang  

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi 

sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, 

pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No.22 Tahun 2002 Jo UU 
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No.5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2002 Tentang 

Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-

prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian 

permohonan grasi.
48

 

 Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang dalam Pasal 1 

ayat (1) UU No.22 Tahun 2002 yang menyebutkan, Grasi adalah 

pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 

penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh 

Presiden, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.5 Tahun 2010, yang 

berbunyi ‚terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada 

Presiden. Telah menegaskan kembali ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 

pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden.
49

 

c. Kewenangan mengabulkan atau menolak permohonan grasi 

 Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, 

Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang 

diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat 
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pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak Presiden untuk mengabulkan 

atau menolak permohonan grasi tersebut dengan hak prerogatif 

Presiden.Yang mana hak prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang 

diberikan oleh konstitusi Kepala Presiden.
50

 

B. Dasar Hukum Pemberian Grasi 

1. Sebelum Perubahan UUD 1945 

Pemberian grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang 

berbunyi, Presiden memberi grasi, rehabilitas, amnesti, dan 

abolisi.
51

Pasal tersebut mencerminkn kekuasaan yang mandiri dan 

mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak 

memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga 

negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempuyai 

kekuasaan penuh untuk melakukannya.Menurut penjelasan UUD 

1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala 

negara.Grasi oleh Presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan 

hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak 

prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat 
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pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana 

atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan 

berkekuatan hukum tetap.
52

 

Pada awalnya tindakan pengampunan didasarkan pada 

kemurahan hati orang yang berkuasa.Karena penguasa dipandang 

sebagai sumber keadilan dan hak pengadilan sepenuhnya berada 

ditangannya, maka tindakan pengampunan itu semata-mata 

didasarkan pada hasrat untuk memberi ampun dan belas kasihan 

kepada orang yang berdosa.Oleh sebab itu, dengan memiliki 

kekuasaan pengampunan yang mutlak dan mandiri, Presiden tanpak 

seperti raja atau ratu.
53

 

Konstitusi pada saat itu tidak menjelaskan mekanisme dan 

prosedur pengampunan, oleh karenanya, perlu dibuat peraturan 

pelaksanaannya.Peraturan perundangan dalam pelaksanaan grasi 

sebelum amandemen UUD 1945 yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 

1950.Namun jauh sebelum itu, pengaturan pemberian grasi diatur 

dalam beberapa peraturan pemerintah.Tujuan grasi diatur dalam 
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peraturan pemerintah hal grasi, karena untuk menghindarkan ketidak 

adilan yang mungkin terjadi sebagai akibat dilaksanakannya 

hukuman dan karena untuk membela dan menegakkakan 

kepentingan negara.
54

 

a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 1950 

UndangUndang No.3 Tahun 1950 terdiri dari 15 (lima belas) 

pasal yang berisi mengenai persyaratan dan mekanisme tata cara 

pengajuan serta penyelesaian permohonan grasi. Persyaratan yang 

diatur adalah grasi dapat diajukan oleh semua terpidana yang dijatuhi 

hukuman yang tidak dapat diubah lagi.Baik yang dijatuhi hukuman 

mati, penjara, kurungan, tutupan dan hukuman kurungan serta denda 

dapat mengajukan grasi, dan hukuman tersebut dapat dilakukan 

penundaan atas pelaksanaannya apabila dimohonkan oleh si 

terhukum untuk tidak dijalankan. Permohonan grasi dapat diajukan 

oleh pihak lain terpidana tanpa persetujuan terpidana, kecuali 
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terhadap hukuman mati, pihak lain yang mengajukan permohonan 

grasi harus mendapat persetujuan dari siterhukum.
55

 

Subyek permohonan pengajuan grasi adalah orang yang 

dihukum dan pihak lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain baru 

dapat diterima jika permohonan grasi tersebut mendapat persetujuan 

dari orang yang dihukum. Namun khusus untuk hukuman mati, 

permohonan pengajuan grasi boleh tanpa persetujuan dari orang 

yang terhukum. Istilah pihak lain tidak dijelaskan lebih lanjut, maka 

bisa berarti keluatrga siorang yang dihukum ataupun kuasa 

hukumnya.
56

Para pihak ini berhak mendapatkan salinan atau petikan 

keputusan hakim atau pengadilan dan kesempatan untuk melihat 

suart-surat pemberitaan.
57

Jika orang yang terhukum tidak 

mengajukan permohonan grasi dalam tenggang waktu yang 

diberikan, maka hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala 

kejaksaan berhak mengajukan permohonan grasi karena jabatannya 

sehingga ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8,9,10 dan 11 
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berlaku juga.
58

Menurut penulis pasal ini cukup kontradiktif, mengingat 

hakim atau ketua pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis kepala 

terpidana, tetapi juga mempuyai kewenangan untuk mengajukan 

permohonan grasi kepada Presiden. 

Tenggang waktu yang diperlukan untuk menjatuhkan sebuah 

permohonan grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan oleh 

keputusan hakim di pengadilan. Jika hakim memutuskan hukuman 

biasa maka tenggang waktunya adalah 14 hari, terhitung mulai hari 

berikutnya setelah keputusan tetap dan dalam pemeriksaan ulangan 

maka, tenggang waktunya14 hari, terhitung mulai hari berikutnya 

setelah keputusan diberitahukan pada orang yang  dihukum.
59

 Jika 

hakim memutuskan hukuman mati, maka tenggang waktu untuk 

mengajukan grasi adalah 30 hari terhitung mulai esok hari keputusan 

tetap, dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan 

ulangan maka tenggang waktunya 30 hari terhitung mulai hari berikut 

setelah keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.
60
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Permohonan grasi dapat diajukan dalam jangka waktu 14 

(empat belas) hari mulai hari setelah keputusan menjadi tetap, 

sedangkan yang dijatuhi hukuman mati dapat mengajukan grasi 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. 

2. Setelah Amandemen UUD 1945 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 

Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk prioritas 

dalam agenda Perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14. 

Finalisasi pembahasan Pasal 14 tersebut kemudian disampaikan 

dalam Rapat BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir dalam 

Rapat Pleno Komisi C MPR.
61

maka, rumusan Pasal 14 UUDNRI 1945 

adalah sebagai berikut: 

1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung; 

2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
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Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah 

terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam pemberian 

grasi, sebagaimana menurut UU No. 22 Tahun 2002 dan 

perubahannya UU No.5 Tahun 2010.
62

 

b.   Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 

Undang-Undang No.5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua) 

Pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah, ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi 

menjadi:
63

 

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, 

2) Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepda 

Presiden, 

3) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi 

sebagaimana dimaksud, 
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4) Pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, atau pidana 

5) Penjara paling rendah 2 (dua) tahun, 

6) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dapat diajukan 1 (satu) kali. 

Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat 

diajukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan 

menghindari pengaturan yang diskriminatif.
64

 

1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang 

membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak 

asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi. 

2) Menteri sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) berwenang 

meneliti dan melaksanakan prosese pengajuan grasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) 

dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden. 
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Perubahan berikutnya mengenai penetapan jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun suatu permohonan grasi dapat diajukan 

sejakn putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap 

(Pasal7 ayat (2)). Ketentuan Pasal 10 juga diubah mengenai jangka 

waktu Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulinya 

kepada Presiden yang dalam UU No. 22 Tahun 2002 ditentukan 

paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 

salinan permohonan dan berkar perkara, kini diubah menjadi paling 

lambat 30 (tiga puluh) haru terhitung sejak tanggal diterimanya 

salinan permohonan dan berkas perkara.
65

 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan untuk 

menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A diantara Pasal 15 dan 

Bab IV yang menyatakan bahwa permohonan grasi yang belum 

diselesaikan berdasarkan Pasal 15 UU No. 22 Tahun 2002 

diselesaikan paling lambat 22 Oktober 2012. Kepada terpidana mati 

yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan UU No. 22 
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Tahun 2002, jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimaksud Pasal 7 ayat 

(2) dihitung sejak UU ini di mulai berlaku.
66

 

Undang-Undang yang mengatur grasi yang berlaku saat ini 

yaitu UU No. 22 Tahun 2002 Jo UU No. 5 Tahun 2010. 

C. Prosedur Pengajuan Grasi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 

2010 Tentang Grasi 

Walaupun mendapatkan grasi adalah hak setiap terpidana berdasarkan hak 

prerogatife Presiden (sebagai kepala negara), namun dalam pelaksanaannya 

haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, untuk mempermudah pembahasan pada 

subbab ini maka penulis mengklasifikasikannya ke dalam beberapa poin subbab, 

yaitu: siapa yang berhak mengajukan grasi, kepada siapa permohonan diajukan 

melalui siapa permohonan dapat diajukan, dan beberapa lama menunggu 

keputusan atas permohonan.
67

 

1. Siapa yang Berhak Mengajukan Grasi 

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah 

antara lain: 

1. Terpidana 

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebut 

terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi: 
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“permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada 

Presiden.”
68

 

2. Kuasa Hukum 

Dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana di atas menegakkan juga bahwa 

kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus member 

surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilnya 

mengajukan grasi.
69

 

3. Keluarga Terpidana (atas persetujuan terpidana) 

Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Namun 

tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat 

kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat 

persetujuannya sehingga dapat ditafsirkan bias berbentuk persetujuan lisan, 

namun yang paling baik dan tepat, berbentuk persetujuan tertulis baik autentik 

atau dibawah tangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (2)
70

 menjelaskan mengenai siapa 

yang dimaksud keluarga terpidana yaitu: 

1) Istri atau suami, 

2) Anak kandung, 

3) Orang tua kandung, atau 

4) Saudara kandung terpidana. 

Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat 

diajukan oleh terpidana mati tanpa persetujuan terpidana. 
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2. Kepada Siapa Permohonan Diajukan 

Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 berbunyi: “Permohonan grasi oleh 

terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.”
71

 

Jadi, permohonan grasi, harus langsung: 

a. Dialamatkan dan diajukan kepada Presiden, 

b. Sedang salinannya disampaikan kepada ketua pengadilan yang 

memutuskan perkara itu pada tingkat pertama. 

Pengajuan permohonan grasi tidak melalui pengadilan tingkat pertama 

seperti halnya permohonan kasasi atau peninjauan kembali.Yang disampaikan 

kepadanya hanya salinan permohonan saja.Selanjutnya, salinan permohonan itu 

diteruskan pengadilan tingkat pertama tadi ke MA untuk memberikan 

pertimbangan hukum kepada Presiden. 

3. Kapan Permohonan Diajukan 

Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana prinsip ini dirumuskan pada Pasal 

1 ayat (2) jo. Pasal  ayat (1) :No 22 Tahun 2002 yang berbunyi: “Terpidana 

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.”
72

 Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Terhadap 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana 

dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.” Apa yang dimaksud 
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dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kukuatan hukum tetap, 

dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), yakni:
73

 

1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau 

kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang hukum acara 

pidana, 

2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 

waktu yang ditentukan KUHAP atau, 

3) Putusan kasasi terhadap putusan pengadilan yang disebut pada penjelasan 

Pasal 2 ayat (1) yang dapat diajukan permohonan grasi. Selama putusan 

pemidanaan belum berkekuatan hukum tetap, tertutup hak terpidana 

mengajukan permohonan grasi. Permohonan grasi yang demukian 

menurut hukum masih bersifat prematur. 

4. Berapa Kali Permohonan Dapat Diajukan 

Pada dasarnya permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana dapat 

diajukan hanya satu kali saja, yaitu untuk terpidana yang telah mendapatkan 

putusan yang hukum tetap. Namun untuk terpidana yang belum mendapatkan 

keputusan hukum tetap, permohonan grasi dapat diajukan berkali-kali, hal ini 

sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang 

grasi: 

1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh 

kekuatan hukum tetap, 
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2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh 

tenggang waktu tertentu.
74

 

 

5. Berapa Kali Menunggu Keputusan atas Permohonan 

Pada dasarnya aturan mengenai berapa lamakah menunggu keputusan grasi bagi 

terpidana yang telah mengajukan permohonan kepada Presiden telah diatur pada 

Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, apakah keputusan itu menolak 

atau menerima permohonan-permohonan: 

1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah 

memperhatikan  pertimbangan Mahkamah Agung, 

2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi, 

3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya 

pertimbangan Mahkamah Agung.
75

 

Dalam implementasinya, aturan mengenai jangka waktu penantian 

keputusan Presiden atas permohonan grasi terpidana diatur lebih lanjut di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 1 angka (4): 

ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10: dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) haru terhitung sejak tanggal 

diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada 

Presiden. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 11 ayat: 

1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, 

2) Keptusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi, 

3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya 

pertimbangan Mahkamah Agung.
76

 

Pasal 12 ayat: 

1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 

(empat belas) haru terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden, 

2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada: 

a. Mahkamah Agung; 

b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; 

c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana;dan 

d. Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
77
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BAB III 

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN 

PENGAMPUNAN 

A. Pengertian dan Sejarah Pemberian Pengampunan 

1. Pengertian Pengampunan 

Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat 

muslim, yaitu Hukum Syariat, Hukum Fiqih, dan Siyasah Syar’iyyah. Ketiga 

istilah ini meskipun berbeda pengertian, tetapi mempuyai hubungan yang 

erat antara satu sama lain. 

1. Syariat yang memiliki arti jalan menuju ketempat pengairan, atau jalan 

setapak yang harus ditempuh atau jalan/tempat mengalirnya air sungai.
78

 

2. Fiqih adalah upayah sungguh-sungguh dari para ulama (mujahidin) untuk 

mengali hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, fiqihb 

juga sering disebut hukum islam.
79

 

a. Siyasah Dustur’iyyah Syari’ah (Politik Pembuatan Perundantg-

undangan),

                                                             
78

 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam, (Padang: Angkasa 

Raya,1990),hlm,13. 
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b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum), 

c. Siyasah Qadha’iyah Syar’iyyah (Politik Peradilan), 

d. Siayasah Mali’iyyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter), 

e. Siyasah Idari’yyah Syar’iyyah (Politik Administasi Negara), 

f. Siyasah Daul’iyyah Syar’iyyah (Politik Hubungan Internasional), 

g. Siyasah Tanfidz’iyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

undangan), 

h. Siyasah Harb’iyyah Syar’iyyah (Politi Peperangan).
80

 

3. Siyasah Syari’iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan 

Negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa 

(semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya 

tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak 

ditegaskan baik oleh Al-quraan maupun Al-sunnah.
81

 

Pengertianpengampunan dalam Fiqih Siyasah, istilah-istilah 

pengampunan tidak banyak dirumuskan oleh ulama fiqih meskipun demikian 

tetap ada penjelasan mengenai pengampunan tersebut, dengan maksud 
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untuk mengetahui batasan dan jenis pengampunan yang dapat diberikan atas 

jarimah atau tindak pidana yang dilakukan.
82

 

 Jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang termaktub 

dalam konstitusi dan Undang-Undang, bahwa grasi merupakan suatu 

pengampunan yang diberikan oleh seorang penguasa yang dalam hal ini 

seorang Presiden. Maka, dalam dunia peradilan islam juga dikenal suatu 

bentuk pengampunan, dengan istilah al-afwu ( ُالْعَفْى ) dan al-syafaat ( ْالْشَفَاعَت), 

baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan 

oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan. 

 Dalam Fiqih siyasah yang menjadi dasar adanya pengampunan 

menurut Ahmad Fathi Bahansi
83

 antara lain yaitu firman Allah SWT: 

مٌ  ٌْ وَلَقَدْ عَفَااللهُ عَنْهُمْ أِنَّ اَلله غَفُوْرٌحَلِ

Artinya :  

‚sesungguhnya Allah telah memberi ma’af kepada mereka. 

Sesungguhnya Allah maha pengampun labi maha penyantun.‛
84

 

 

شُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالكَِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ 
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Artinya : 

‚Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu, agar kamu 

bersyukur.‛
85

 

 

ررً  ٌْ نَكُمْ أِنَّ اِلله بِمَا تَعْمَلوُْنَ بَِ  ٌْ قْوَ  وَ  تَنَُ والْفَْ َ  بَ  وَأنَْ تَعْفُوَا أَْ رَُ  لِلتَّ

Artinya : 

‚Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah 

kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.‛
86

 

 

 Kata al-afwu( ُالْعَفْى ) merupakan bentuk islam yang mendapat imbuhan 

kata al (ال) di depannya, atau disamakan dengan afwu (عفى) dalam bentuk 

masdarnya, yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, dan 

pemaafan.
87

 Sementara kata al-afwu( ُالْعَفْى ) menurut istilah sebagaimana yang 

didefinisikan oleh ulama ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin 

Zakariyyah al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang 

seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebeb telah 

mendapatkan pengampunan.
88

 

 Serlanjutnya, kata al-syafaat ( ْالْشَفَاعَت) dalamn kamus bahasa arap 

merupakan lawan kata dari al-witru (الىتر) atau ganjil yang mengandung arti 
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genap, sepasang, sejadoh, perantaran,pertolongan dan bantuan. 

Sebagaimana perantaran atau pertolongan dari seseorang dalam 

menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata al-syafaat 

 ,yang juga berarti menghimpun (افع) sendiri berasal dari kata syafa’at (الْشَفَاعَتْ )

mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.
89

 

 Sehingga dari pengertian diatas dalam penelusuran kepustakaan hukum 

fiqih siyasah kata al-afwu( ُالْعَفْى ) dan kata al-syafaat ( ْالْشَفَاعَت) mempuyai 

kesamaan makna dengan grasi sebagaimana yang didefinisikan Fakhruddin 

al-Razi (ahli fiqih mazhab Maliki) dengan makna, suatu permohonan dari 

seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.
90

Dengan kata lain 

al-afwu dan al-syafa’at sendiri dalam dunia peradilan islam juga mempuyai 

arti khusus, seperti yang dijelaskan ileh al-Syarif Ali bin Muhammad al-

Jurjaini, ahli ilmu kalam seta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang 

kitab al-ta’rifat (definisi kamus istilah-istilah penting dalam islam) menurutnya 

al-syafa’at adalah: 

هً ال وء  فً التجزوز عن الدي و ع الجنابة فى حقه 
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Artinya : 

‚Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani 

hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.‛
91

 

 

2. Sejarah Pemberian Pengampunan 

Sejarah pemberian pengampunan yang pernah diberikan oleh 

pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian 

pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa 

pemerintahan Umar dan juga pada masa pemerintahan Utsman.
92

 Yang 

semuanya akan dijabarkan lebih rinci dibawah ini: 

a. Mengenai hukum potongan tangan yang pernah terjadi pada masa 

     kepemimpinan Umar. 

Pada masa pemerintahan Umar yang diamana mengenai hukuman 

potongan tangan terhadap orang yang melakukan pencurian pada musim 

paceklik, karena maksud hanya menghindarkan dari dari kematiaan atau 

menyelamatkan diri, sehingga dia melakukan tindakan pencurian bukan 

karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memilki 

barangnya.
93

Mengenai masalah ini para ulama fiqih sepakat bahwa tidak 
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dipotong tangan pencuri pada masa panceklik, karena dalam situasi ini 

darurat maka membolehkan untuk mencapai harta orang lain untuk hajat, 

meskipun pada saat itu hukum islam tentang potong tangan untuk yang 

melakukan pencurian sudah berlaku dan sebelum hukuman-hukuman 

diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus 

diciptakan kondisi social ekonomi yang adil di dalam masyarakat dimana 

orang yang melanggar hukum hudud itu hidup. Jika belum tercipta kondisi 

seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena 

pelaksanaannya merupakan kezaliman.
94

 

Di akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan 

Nejd mengalami musim paceklik yang berat.Peristiwa ini terjadi pada musim 

kemarau yang panjang.Hijau yang menjadi ukuran kehidupan meraka, 

selama Sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah menjadi 

seperti abu.
95
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Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan 

terhadap pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong 

tangan yang disebut dalam ushul fiqih dengan Al illat An Naqishab.
96

 

Dalam riwayat tersebut bdapat dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar 

untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan,karena ia 

memperhatikan subjek pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan 

mendeapatkan bahan makanan ketika itu. Sebagaimana disebutkan fiqih 

Umar: ‚siapa yang,mencuri dalam keadaan darurat dibolehkan 

menangguhkan hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat 

bagi dirinya dan dibolehkan yang terlarang katrena darurat. Hal ini 

disebutkan pula di dalam Al-Qur’an: 

َ غَفُورٌ رَحٌِمٌ  هِ ۚ   نَِّ اللهَّ ٌْ رَ بَااغٍ وََ  عَادغٍ فََ   ِْ مَ عَلَ ٌْ  فَمَنِ اْ ُ رَّ غَ

Artinya : 

‚maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

ia tidak mengiginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi 

maha penyayang.‛(QS Al-Baqarah 173).
97

 

 

Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al—Khattab ada dua yang 

bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh 
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kedalam kebinasaan dengan tidak diperbolehkannya makan. Kedua menjaga 

harta orang lain dari teraniaya. Keduanya wajib di pelihara, karena kedua-

duanya termasuk aspek dharuriyah (primer).
98

 

b. Pada masa kepemimpinan Utsman pemberian pengampunan juga 

    pernah diberikan oleh Utsman. 

Bahwa pada masa pemerintahannya Utsman menciptakan kondisi 

yang aman, tentram, dan juga makmur. Dalam riwayat yang shahih 

dinyatakan bahwa pada masa pemerintahan Utsman juga tidak ada 

gangguan keamanan dari pihak musuh, kekayaan melimpah, hubungan 

antar masyuarakat harmonis, mereka meliputi perasaan cinta, persaudaraan, 

dan persatuan serta tidak ada rasa ketakutan antara seorang mukmin dengan 

mukmin yang lain di berbagai penjuru Negara islam.
99

 

Indikasi lainnya ialah bahwa pintu rumah Utsman senantiasa terbuka 

bagi rakyat, sehingga dia menerima para rakyat dan mendegarkan keluh 

kesah yang sedang dirasakan oleh para rakyatnya. Ketika segolongan orang 

mengadukan gubernurnya yang bertugas diprovinsi Kufah yang tidak lain 

bernama Al-Walid bun Uqubah yang tidak lain ialah kerabat dari keluarga 
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Utsman, bahwa sekerompolan orang tersebut berkata bahwa mereka 

menyaksikannya sendiri bahwa gubernur Kufah pada saat itu sedang 

meminum khomar. Lalu Utsman pun memberhentikan gubernur Kufah yang 

telah meminum khomar dari masa jabatannya karena telah melanggar aturan 

dan Utsman juga hanya memberikan jatuhan hukuman yaitu hukuman 

berupa pengasingan dari tempat tinggalnya dan pencopotan dari masa 

jabatannya.
100

 

B. Dasar Hukum Pengampunan 

Pengampunan yang mempuyai padanan arti dengan istilah ‚afwu dan 

al-syafa’at tersebut mendasarkannya pada: 

1. Nash 

a.  Al-Qur’an 

1) Surah al-Baqarah ayat 178 

كُمُ الْقَِ اصُ فًِ الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  ٌْ هَا الَّذٌِنَ آمَنُوا كُتَِ  عَلَ ٌُّ ا أَ ٌَ
بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  ءٌ فَاتِّ ًْ ًَ لَهُ مِنْ أخٌَِهِ شَ بِالْعَبْدِ وَالْْنَُْ ىٰ بِالْْنَُْ ىٰ ۚ  فَمَنْ عُفِ

لكَِ  كُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَٰ  بَعْدَ ذَٰ لكَِ تَخْفٌِفٌ مِنْ رَبِّ هِ بِإحَِْ انغٍ ۗ ذَٰ ٌْ وَأَدَاءٌ  لَِ
 فَلَهُ عَذَاٌ  أَلٌِمٌ 

Artinya: 

‚Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
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dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan 

wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 

yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) 

kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 

baginya siksa yang sangat pedih.
101

(QS. Al-Baqarah:178). 

 

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris 

terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan 

pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang disini adalah 

justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menurut qishas atau memberikan 

pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sinilah timbul 

suatu prinsip fiqih siyasah bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku 

pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang 

terbunuh, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.
102

 

2) Surah An-Nisa ayat 85 

كُنْ  ٌَ ئَةرً  ٌِّ شْفَعْ شَفَاعَةرً َ  ٌَ كُنْ لَهُ نَِ ٌٌ  مِنْهَا ۖ وَمَنْ  ٌَ شْفَعْ شَفَاعَةرً حََ نَةرً  ٌَ مَنْ 
ا ءغٍ مُقٌِترً ًْ ُ عَلَىٰ كُ ِّ شَ  لَهُ كِفٌْ  مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللهَّ

Artinya : 

‚Barang siapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan 

memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa 

memberi syafa’at yang buruk, niscaya dia akan memikul bahagiaan 
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(dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuat.‛
103

 (QS. 

Aي-Nisa: 85) 

 

 Ayat ini mengandung arti bahwa syafa’at ada didunia dan di berikan 

oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana 

kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan syafa’at tersebut. Oleh 

karena itu, secara umum islam memandang bahwa pada dasarnya 

memberikan syafa’at berupa bantuan, baik materi maupun moril, atau 

pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa’at 

merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan 

yang tidak terpuji.
104

 

 Hamka dalam Tafsir al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan 

menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyemai 

Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula-mula 

diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang menggenapkan panggilan itu 

dengan baik, niscaya dia akan mendapati keuntungan atau nasib. Tetapi 

barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, 
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mundur ditengah jalan, atau mau enaknya saja, niscaya dia akan 

menanggung dan dia akan menderita tersebab syafa’at yang buruk itu.
105

 

Dengan kata lain memberikansyafa’at dalam surah al-Nisa ayat 85 ini 

supaya seseorang ataupun  sekelompok orang yang telah melakukan tindak 

pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena 

syafa’at diberikan supaya kembali untuk berbuat baik. Dapatlah dijabarkan 

maka dari ayat tersebut; barang siapa yang memberikan dari saat kesaat, 

untuk siapa dan kapan saja syafa’at yang baik, yang menjadi perantara 

sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan 

mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain 

dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala 

darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barang 

siapa yang memberi syafa’at yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu 

pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul 

behagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya 

maha kuasa atas segala sesuatu.
106
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b. Al-Hadits 

Ada dua keterangan dalam kitab hadits terkait pengampunan, 

diantaranya yaitu bahwa pengampunan juga dianjurkan dalam suatu perkara 

tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana 

hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. sebagai berikut: 

عن ٌزٌد بن زٌادالشمى عن الزهري عروة عن عآشة ر ً الله عنها 
 الت  ا  ر و  الله  لى الله علٌه و لم ادرإا الحدود ما ا ت عتم عن 
الم لمٌن فان وجدتم للم لمٌن مخرجا فخلوا  بٌله فان ا مام  نٌخ ئ 

فالعفو خٌر له من ان ٌخ ئ فى العقوبة 
Artinya : 

‚Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-orang muslim; jika 

kalian menemukan alibi, lepaskan. Sesungguhnya seorang penguasa 

yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah 

menghukum.‛
107

 

  

 Maksud dari sabda Nabi diatas merupakan suatu sandaran hukum 

bagi seseorang yang mempuyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara, 

baik oleh seorang hakim maupun penguasa, bilamana menemukan keraguan 

dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang 

yang telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga 

seorang imam atau qadli dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-

hatian dalam memutuskan suatu perkara. 
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 Akan tetapi seorang Hakim atau Imam juga tidak boleh serta merta 

begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku 

jarimah tersebut telah diajukan kepadanya. Karena dalam suatu hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Malik sebagaimana berikut: 

عن ربٌعت بن ابً عبد الرحمن ان الزبٌر بن العوام لقً رج   د اخد 
 ار ا وهو برد ان ٌده  به ال ل ان ف فع له الزبٌر لٌر له فقا   حتى 
ابلغ به ال ل ان الزبٌر ادا بلغت به ال ل ان فلعن الله الشافع والمشفع  

 

Artinya : 

‚diriwayatkan dari sahabat Rabi’ah bin Abi ‘Abdi al-Rahman, suatu 

ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair berjumpa dengan 

sekelompok orang yang telah menangkap seorang pencuri yang 

hendak diadukan perkaranya kepada amirul mukminin (utsman bin 

Affan), kemudian al-Zubair memberikan syafa’at kepada pencuri 

tersebut, dan meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan, 

(awalnya) mereka menolak dan meminta al-Zubair untuk 

melakukannya saat dihadapan Khalifah, kemudian al-Zubair 

mengatakan bahwa apabila ( masalah hudud) telah sampai kepada 

penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun 

dan yang meminta ampun.‛
108

 

 

2. Pendapat Fuqaha 

a. Pengampunan dalam Jarimah Hudud 

 Fuqaha’ sepakat dalam hal pemberian pengampunan (al-afwu atau 

al-syafa’at) diperbolehkan meskipun jarimah tersebut yang berkaitan dengan 

perkara hudud selama perkara tersebut belum diajukan kepengadilan untuk 
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disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan pada 

keterangan hadits yang berkaitan dengan pencurian. Maka, demikian juga 

dengan perkara jarimah yang diancam dengan hukuman hudud yang lain 

juga diperkenankan pemberian pengampunan.
109

 

 Mengenai ketentuan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak 

pidana, telah banyak diperaktekkan oleh sebagian besar para sahabat Nabi 

dan Fuqaha. Mereka lebih menyukai untuk memberikan syafa’at kepada 

pelaku tindak pidana tersebut, karena memberikan ‘amaliyah yang 

dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmannya: 

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِْ  عَنِ الْجَاهِلٌِنَ 

Artinya : 

‚Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan di dalam menghadapi 

perlakuan orang-orang dan janganlah membalas) dan suruhlah 

orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah 

daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani 

kebodohan mereka).‛
110

(QS. Al-Araf:199) 

 

 Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 

Umar bin Al-asi: 

عن عبد الله عمرو بن العا ى أنر و   لى الله علٌه و لم تعفوا 
الحدود فٌما بٌنكم فما بلغنً من حد فقد وج  
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Artinya : 

‚dari Abdillah bin al-As bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda. Saling memaafkanlah dalam perkara hudud 

diantara kalian, karena jika telah sampai kepadaku perkara 

hudud itu maka wajib atasku untuk menegakkanya.‛
111

 

 

 Yang menjadi pertayaan ialah mengenai pengampunan 

dalam jarimah hudud yang telah sampai ke pengadilan baik jarimah 

tersebut belum diputuskan atau sudah diputuskan oleh halim, namun 

pelaksanannya hukumannya belum dilaksanakan, apakah 

pengampunan tersebut berpengaruh terhadap sanksi yang akan 

diterima oleh terdakwa.
112

Fuqaha telah sepakat bahwa pengampunan 

tersebut mendiponeri alias tidak berpengaruh sama sekali dari 

putusan yang sudah dan atau akan diputuskan oleh hakim, seperti 

zina, pemadat dan pencuri sebagaimana ini pendapat fuqaha yang 

paling kuat, karena menurut pendapat mereka (fuqaha) hukum had 

sebagaimana zina maupun pemadat, merupakan hak prerogatif Allah 

SWT dalam menentukan dan untuk ditengakkannya hukum had 

tersebut, dan adapun had yang lain seperti pencuri, meskipun ada 
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sebagian hak byang dimiliki oleh seorang hamba namun hanya 

sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka (seorang hamba) 

tidak kewenangan untuk menentukan (merubah) ketetapan atas 

tindakan pencurian yang sudah ditetapkan atas pelakunya, sehingga 

tidak satu orang pun yang berhak untuk menggugurkan pidana 

tersebut.
113

 

 Sementara dalam jarimah hudud yang berkaitan jiwa qishas-

diyat telah jelas adanya pemaafan sebagaimana tuntunan yang 

diajarkan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178 dan sabda Nabi 

bahwa pemberian maaf lebih diutamakan dari pada melakukan 

pembalasan (melakukan justifikasi dalam penuntutan qishas). Namun 

dengan mekanisme dan aturan yang sesuai dengan apa yang 

diajarkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits, yang mana pengampunan 

hanya dapat dilakukan oleh korban atau wali dari korban itu sendiri, 

bukan dari ulil amri atau lainnya.
114

 

 

                                                             

 
113

 Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam: al-

Jarimah,hlm,73-74. 

 
114

 Abdur Qadir Audah, al-tasyri al-Jina’I al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, 

Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, (Bogor: P.T. Kharisma 

Ilmu,tt),hlm,169. 



64 
 

 
 

b. Pengampunan dalam jarimahta’zir 

Abdur Qadir Audah menerangkan: telah disepakati oleh 

fuqaha bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna 

pada semua tindak jarimah ta’zir. Karena itu penguasa boleh 

mengampuni suatu tindak pidana ta’zir dan hukumannya, baik 

sebagian maupun keseluruhannya.Meskipun demikian fuqaha 

berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penguasa memberikan 

pengampunan terhadap semua tidak pidana ta’zir atau terbatas pada 

sebagiannya saja.
115

 

Golongan pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa 

penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana 

qishas dan hudud, tetapi dijatuhi hukuman ta’zir yang sesuai dengan 

tindak pidana yang dilakukannya.Dalam hal ini, penguasa tidak dapat 

mengampuni tindak pidana atau hukumannya. Adapun tindak 

pidana lainnya, penguasa boleh mengampuni baik tindak pidana dan 
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hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya 

dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsunya.
116

 

Sementara golongan kedua berpendapat bahwa sebagian 

ulama berpendapat bahwa penguasa memilki hak untuk memberikan 

pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan 

hukuman ta’zir dan juga hak mengampuni hukumannya jika di 

dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama 

tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat 

dengan logika hukum islam yang berkaitan dengan jarimah hudu dan 

qishas.
117

 

C. Ruang Lingkup Pemberian Pengampunan 

1. Kewenangan Kepala Negara 

Dalam sistem pemerintahan islam, seorang pemimpin 

pemerintahan/negara disebut dengan istilah khalifah, sulthan, imam. 

Kepala atau pemimpin negara dalam islam hanyalah seseorang yang 

dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi 

kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat 
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islamdigambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. 

Imam yang dipilih untuk memimpin shalat jama’ah adalah orang 

yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fasaha maupun 

ketaqwaan dari yang lainnya.Dalam shalat, seorang imam berdiri 

memimpin hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum.Ini 

mengandung maksud agar makmum dapat mengetahui gerak-gerik 

imam.Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat 

melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak 

shalat itu sendiri.
118

 

Dalam Ahkam al-Shultahniyyah, Imam al-Mawardi 

menjelaskan dengan detail sepuluh pokok tugas dan kewenangan 

yang harus dilaksanakan kepala negara dalam islam meliputi;
119

 

a. Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah 

menjadi konsesus umat terdahulu. Jika ada ahli bid’ah atau 

orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia 

berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar, 
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serta menjatuhkan hukuman atas pelanggarnya, agar dapat 

memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari 

kesesatan. 

b. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa 

dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan (dalam 

masalah perdata) sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak 

yang zalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak 

menjadi lemah. 

c. Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur 

kehidupan umat, membuat suasana aman tertib serta 

menjamin keselamatan jiwa dan harta benda. 

d. Menegakkan supremasi hukum (dalam masalah pidana), agar 

dapat melindungi larangan-larangan Allah dari usaha-usaha 

pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan 

perusakan terhadapnya. 

e. Mencegah timbulnya kerusuhan ditengah masyarakat (SARA) 

dan menjaga daerah perbatasan-perbatasan yang kokoh 

dengan kekuatan, sehingga tidak sampaib terjadi permusuhan 
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terhadap kehormatan atau pertumpahan darah terhadap orang 

muslim atau orang-orang non muslim yang mengadakan 

perjanjian dengan negara islam.
120

 

f. Memerangi musuh islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk 

atau menjadi orang yang berada dalam perlindungan islam 

guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan islam menang 

diatas agama-agama lain. 

g. Mengambil harta rampasan perang dan sadaqah sesuai dengan 

ketentuan syari’at baik berupa ketetapan secara tekstual 

maupun ijtihad dengan tanpa rasa tajut.
121

 

h. Menetapkan jumlah gaji dan rancangan anggaran negara yang 

akan dikeluarkan dari baitul mal (kas negara), dengan cara 

tidak boros dan tidak kikir, kemudian mengeluarkannya tepat 

pada waktunya (tidak mempercepat namun juga tidak 

memperlambat atau menunda pengeluarannya). 

i. Mengangkat orang-orang yang terlatih, jujur dan amanat di 

dalam menjalankan tugas-tugas dan dalam masalah keuangan, 
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sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara 

profesional namun juga jujur dan tidak korup. 

j. Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta 

segala problemnya agar dapat terjun langsung dalam 

penanganan umat dengan baik dan memelihara agama, 

sebaliknya juga tidak menyibukkan diri dengan kelezatan 

ataupun ibadah.
122

 

2. Pengampunan Imam 

Dalam sejarah pemerintahan islam keseluruhan kewenangan 

memutuskan suatu sengketa peradilan baik masalah perdata maupun 

pidana adalah sepenuhnya ada pada diri seorang khalifah atau imam, 

hingga sampai pada seorang imam itu sendiri yang mengutus dan 

mengangkat perwakilannya atas qadli (hakim) pada tiap-tiap 

peradilan yang ada dalam wilayah kekuasaan Negara islam. Sehingga 

imamlah yang nantinya memutuskan seseorang yang didatangkan 

kepadanya itu bersalah atau tidak.
123
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Al-Mawardi menuturkan sebuah kisah, dia berkata: 

Bahwa beberapa pencuri didatangkan kepada Muawiyah, 

kemudian Muawiyah memotong tangan mereka, kecuali salah 

seorang dari mereka.Ketika Muawiyah hendak memotong tangannya, 

pencuri tersebut berkata ‚tangan kananku, wahai Amirul Mukminin, 

aku meminta perlindungan untuknya. Dengan maafku dari terkena 

hukuman yang menghilangkannya tanganku, ia indah jika betul-betul 

ditutup. Dan orang-orang yang baik itu tidak mendatangkan aib yang 

membuat tangan tersebut menjadi buruk.Tidak ada kebaikan di 

dunia, dan segala sesuatunya menjadi buruk,jika, tangan kiri 

ditinggalkan tangan kanannya.
124

 

Muawiyah berkata ‚bagaimana aku tidak memotong tangan 

mu, padahal aku telah memotong tangan teman-temanmu?Ibu 

pencuri tersebut berkata; jadikan tangannya sebagai bagian dari dosa-

dosa yang engkau bertaubat kepada Allah dari padanya. Kemudian 
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Muawiyah membebaskannya, dan itulah untuk pertama kalinya 

dalam islam hukuman potongan tangan tidak diterapkan.
125

 

Apa yang dilakukan Muawiyah tersebut merupakan 

pengamalan dari hadits yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri: 

عن معا وٌة اشفعوا توءجرا فان  ءرٌد الْمر فؤوخره كما تشفعوا 
 فتإجروا فان ر و  لله  لى الله علٌه و لم اشفعوا تإجرا

 
Artinya : 

‚Dari Muawiyah RA, mintalah pertolongan, niscaya kamu 

akan mendapat ganjaran, karena aku tidak mengiginkan 

sesuatu perkara dan aku menundanya, agar kamu meminta 

pertolongan, sehingga kamu mendapat ganjaran, karena 

Rasulullah SAW berdabda, ‚mintalah syafa’at (pertolongan) 

niscaya kamu akan diganjar.‛
126

 

 

 Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa pengampunan dari 

imam merupakan bagian dari kewenangannya dalam memutuskan. 

Sekalipun mungkin keputusannya berbeda dengan ketentuan yang 

ada dalam teks nash dan Undang-Undang. Karena imam berhak 

untuk menilai dan memutuskan sesuai dengan pandagannya 

(ijtihadnya) dalam memutuskan suatu perkara tersebut, mana yang 

                                                             

 
125

Ibid, hlm,45. 

 
126

 Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, Fi Kitab al-

Hudud, Hadis ke 4376, Dear alkutub ilmiyah,hlm,958. 



72 
 

 
 

lebih membawa kemaslahatan, baik itu yang bersifat khusus maupun 

kemaslahatan yang lebih umum dan luas. 

 Nabi SAW bersabda: 

ٌُخِْ ىءَ فىِ الْعَقْوَبَةِ  رٌ مِنْ انَْ  ٌْ ٌُخِْ ىءَ فىِ الْعَفْوِ خَ اِنَّ اْ مَامِ انَْ 
Artinya : 

‚sesungguhnya seorang imam yang salah dalam  

 memaafkanitu lebih baik daripada salah menghukum‛
127

 

 

 Dan juga kaidah fiqih: 

ت رف ا مام على الرا عٌة منو  بالم لحة 
Artinya : 

‚kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada kemaslahatan‛
128

 

 

 

                                                             

 
127

 Imam al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-hukum Penyelenggarakan 

Negara Dalam Syariat Islam, Penerjemah Fadli Bahri,hlm,25. 

 
128

 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-masalah Peraktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2006),hlm,147. 



 
 

73 
 

BAB IV 

pembahasan 

A. Mekanisme Pemberian Grasi Dalam Undang-Undang Nomor 05 

Tahun 2010 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan 

dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah disebutkan 

bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan 

dan tidakl terikat dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi 

bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, 

melainkan hak proragatif Presiden untuk memberikan ampunan.
129

Kendati 

pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan, kewajiban 

menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan 

kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitas terhadap terpidana.
130

 

Hak prerogative diartikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada 

pemerintah atau penguasa suatu Negara dan diberikan kepada seseorang 

atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut 

hukum yang berlaku.Grasi merukan hak prerogatif yang diberikan oleh 
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konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.Dalam 

system hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak tidak 

termasuk upaya hukum meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana 

merupakan upaya yang dapat menghapuskan atau setidak-tidaknya 

meringankan hukumannya. 

Jika suatu kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri kemudian 

diajukan upaya hukum banding, sehingga kasus tersebut diputus oleh 

Pengadilan Tinggi.Lalu di ajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan jika 

putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewisjde), maka hanya terdapat suatu upaya hukum yang dapat dilakukan 

adalah menempuh upaya hukum peninjauan kembali.Apabila terdakwa 

terbukti bersalah dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang 

sesungguhnya tidak termasuk lagi dalam upaya hukum (biasa dan luar biasa) 

yaitu dengan mengajukan grasi kepada Presiden.Grasi mungkin tampak 

seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan upaya 

hukum. 

Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan 

putusan kasasi atau peninjauan kembali.Suatu permohonan grasi yang 
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diajukan kepada Presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh Presiden. 

Menurut Jimly Asshiddiq; 

‚Grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judisial dalam 

rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu 

untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun 

menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan.‛ 

 

a. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Grasi 

Prosedur pengajuan permohonan grasi dimulai dengan 

pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim atau 

hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.Pengajuan 

grasi dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara 

seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.Pengajuan 

permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana dan ditandatangani 

sendiri oleh terhukum atau atas namanya kepada Presiden.
131

Pengajuan 

permohonan grasi dapat diajukan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan 

memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2010.Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan 

yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) untuk 

diteruskan kepada Mahkamah Agung. 
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Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana 

melalui kepada Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi 

kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang 

memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 

sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.Penitera wajib membuat 

akta penerimaan salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara 

beserta permohonan grasi dikirim ke Mahkamah Agung.Apabila permohonan 

grasi tidak memenuhi persyaratan, panitera membuat akta penolakan 

permohonan grasi.Prosedur penyelesaian permohonan grasi yaitu dalam 

jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 

penerimaan salinan permohonan grasi maka pengadilan tingkat pertama 

mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada 

Mahkamah Agung.Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 

salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung hsrus 

mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.Presiden memberikan 

keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung.Keputusan Presiden dapat merupa penerimaan dan 
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penolakan grasi.Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 

3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung. 

Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka 

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya 

keputusan Presiden. Salinan keputusan Presiden disampaikan kepada:
132

 

1) Mahkamah Agung; 

2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; 

3) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan 

b. Adapun Syarat-syarat Pemohon Grasi; 

Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada 

Presiden harus memenuhi syarat yaitu: 

1) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

2) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi  

a) Pidana mati 

b) Pidana penjara seumur hidup 

c) Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun 

                                                             

 
132

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan 
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Pihak-pihak yag dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara 

lain sebagai berikut: 

1) Terpiada  

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebut 

terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan 

grasi. 

2)  Kuasa hukum 

 Dalam pasal 6 ayat 1 (satu) menegaskan juga bahwa kuasa hukum 

dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus member 

suratkuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk 

mewakilinya mengajukan grasi.
133

 

3) Keluarga terpidana 

 Dalam Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud 

keluarga terpidana yaitu istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung 

dan saudara-saudara kandung terpidana.Permohonan grasi dapat dijatuhkan 

oleh terpidana mati tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi 

hukuman mati. 
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 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara 

Tahun 2002 Nomor 108. 
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4) Menteri Hukum dan HAM 

 Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 memberi wewenang 

kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan 

pengajuan permohonan grasi. 

c. Bentuk-bentuk Pemberian Grasi 

 Grasi dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden apabila putusan 

pengadilan yang memidana seseorang tersebut telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap adalah:
134

 

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau 

kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang 

Hukum Acara Pidana. 

2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 

waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara 

Pidana; atau 

3. Putusan kasasi 

 Bentuk-bentuk grasi (pengampunan) yang diberikan Presiden yaitu berupa: 
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 Santoso, Pengajuan Grasi yang Berulang-ulang Menurut UU Nomor 22 Tahun 

2002 dan Hukum Isalam, hlm, 36. 
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1. Peringanan atau perubahan jenis pidana seperti dari pidana mati 

menjadi pidana seumur hidup dan sebagainya. Salah satu bentuk 

pengampunan (grasi) yang diberikan Presiden adalah peringanan 

yang berupa perubahan jenis pidana. Pidana yang awalnya diterima 

oleh terpidana dapat dirubah jenis pidananya dengan pidana yang 

termasuk di dalam Pasal 10 KUHP.
135

 

2. Pengurangan Jumlah Pidana 

 

Salah satu bentuk pidana ini tidak sama dengan remisi karena 

pengurangan jumlah pidana dalam grasi hanya berupa jumlah pidana 

awal yang dijatuhkan kepada seseorang terpidana dikurangi 

jumlahnya. Misalnya awalnya terpidana dijatuhi hukuman penjara 6 

tahun dan setelah mendapat grasi yang berupa pengurangan 

hukuman pidana penjara selama 2 tahun sehingga pidana yang 

dijalani terpidana berkurang menjadi penjara selama 4 

tahun.Sedangkan yang disebut remisi adalah pengurangan hukuman 

masa pidana yang diberikan kepada narapidana apabila ia 
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 Agustino Edy Kristianto, ditor,  Penaduan Bantuan Hukum di Indonesia: 

Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum,hlm,70. 
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berkelakuan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan diberikan 

setiap hari-hari besar. Perbedaan lainnya adalah pengurangan 

hukuman grasi diberikan oleh Presiden sedangkan remisi diberikan 

oleh Menteri Hukum dan HAM. 

3. Penghapusan Pelaksanaan Pidana (Komunitasi) 

Bentuk grasi yang terakhir adalah penghapusan pelaksanaan 

pidana.Pidana yang awalnya diputuskan atas seseorang terpidana 

dapat dihapuskan apabila grasinya dikabulkan.Contohnya pidana 

penjara selama 4 tahun dapat ditiadakan/dihapuskan karena 

terpidana mendapat grasi. 

B. TinjauanFiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 05 

Tahun 2010 Tentang Grasi 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum 

(rechtsstaat) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan 

dan tindakan pemerintah serta lembaga-lenbaga negara lain, harus dilandasi 

dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum 

maupun didepan hukum. Prinsip ini jelas selain terdapat di pasal-pasal 

betang tubuh dan penjelasan Undang-undamg dasar 1945 sebelum 
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amademen merupakan pelaksanaan dari pokok pokok pemikiran yang 

terkandung dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Selanjutnya 

tertuang di dalam pembukaan dan perubahan ketiga pada pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang dasar 1945 pasca amademen ke-4 yang mana pokok-pokok 

pemikiran tersebut merupakan pancaran dari falsafah negara pancasila, yaitu 

‚keadilan yang beradab‛ dan ‚keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia‛.
136

 

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, 

pengurangan atau penghapusan pelaksanan pidana kepada terpidana oleh 

Presiden.Bahwa grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki 

kepala negara di bidang yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan 

perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-

undang dasar Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 junto UU No. 5 

Tahun 2010 Tentang Grasi. Grasi menurut Undang-Undang grasi Pasal 1 

ayat (1) adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan 

atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh 

Presiden.Menurut penjelasan UU No.5 Tahun 2010 junto UU No.22 Tahun 
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2002 pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak 

terkait dengan penilaian putusan hakim. 

Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti 

yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia bahwa Presiden member grasi dan rehabilitas dengan 

memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Menurut Undang-

Undang No.5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa, putusan pemidanaan yang 

dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 

(dua) tahun.
137

 

Sedangkan menurut fiqih siyasah sendiri tidak dijelaskan dan tidak 

diatur secara mentail tentang pemberian pengampunan tetapi pada dasarnya 

fiqih siyasah sendiri adalah suatu perbuatan yang membawah manusia dekat 

dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak 

menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya semua persoalan manusia 

secara terperinci di dalam hukum pidana islam yang dimana bahwa 

sebenarnya pemberian pengampunan mempuyai dua macam, yakni yang 
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pertama, pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari 

korban. Yang kedua, pengampunan yang diberikan oleh kepala Negara 

karena konsekuensi kedudukannya sebagai kepala negara. 

Tidak semua orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan 

hukuman hudud dan hukuman ta’zir karena perna di zaman sahabat 

Rasulullah saw, yaitu pada zaman khalifah Umar dan Utsman. Sebagaimana 

Pengampunan pernah diberikan kepada seseorang dan sesuai dengan situasi 

dan kondisi pada saat itu. Seperti pada kepemimpinan Umar bin Khattab ra, 

dimana umar tidak menjatuhkan hukuman potongan tangan pada pelaku 

pencurian dimusim panceklik (musim kelaparan) meskipun pada saat itu 

hukum islam tentang hukuman potong tangan sudah berlaku, tetapi Umar 

tidak memberikan hukuman dikarenakan pada saat itu sedang terjadi musim 

kelaparan sehingga bisa disebut keputusan Umar itu adalah keputusan grasi 

atau hak pemimpin untuk mengampuni. Kemudian pada masa Utsman bin 

Affan, ada salah satu anggota keluarganya yang kebetulan saat itu sedang 

menjabat sebagai Gubernur dan ketahuan mabuk tetapi tidak dihukum hanya 

dipindahkan dari tempat tinggalnya dan dari daerah kepemimpinannya.  
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C. Analisis Peneliti 

Berdasarkan analisis penulis dari pembahasan-pembahasan 

sebelumnya, bahwa grasi merupakan hak prerogative penguasa, dalam hal 

ini Presiden RI, sebagaimana yang disebutkan dan telah diatur dalam Pasal 

14 UUD 1945, yang berbunyi, ‚Presiden member grasi, rehabilitasi,amnesti 

dan abolisi‛.Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan 

mutlak. Dalam memberikan pengampunan, Presiden tidak memerlukan 

persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga Negara yang lain. 

Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempuyai kekuasaan penuh untuk 

melakukannya.Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini, 

Presiden bertindak sebagai kepala Negara. 

Berdasarkan bab sebelumnya juga yang sudah penulis bahas bahwa 

pemberian grasi oleh Presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, 

melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogative seorang 

kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa 

pengurangan pidana atau memperingan pidana atau penghapusan 

pelaksanaan pidana yang telah diputusakan dan berkekuatan hukum tetap. 

Namun, meskipun grasi merupakan hak prerogatif Presiden, ada mahkamah 
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agung yang juga perlu memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku 

kepala Negara dalam rangkah pemberian atau penolakan grasi. 

Adapun kasus kasus pidana di Indonesia yang mendapatkan grasi 

dalam bentuk peringanan hukuman berdasarkan UU No. 5 Tahun 2010, 

antara lain sebagai berikut: 

 

1. Kasus Narkoba 

Kasus narkoba, pemberian grasi untuk Schapelle Leiggh Corby (WNA 

Australia) yang ditangkap karena membewa 4 (empat) Kilogram ganja di 

Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004.Ia mendapatkan 

keringanan hukuman selama lima tahun dari hukuman yang harus dijalani, 

yaitu selama 20 tahun. Dengan dasar Kepres Nomor 22/G Tahun 2012. 

2. Kasus Pembunuhan 

Pada kasus pembunuhan, pemberianb grasi untuk Dwi Trisna 

Firmansyah.Karena grasi pada kasus ini diberikan bahwa pihak keluarga 

korban kecewa mendegar bahwa si pelaku mendapat keringanan 

hukuman.Dengan dasar hukum Kepres Nomor 18/G Tahun 2015.  Salah 

satu bunyi petikan Keputusan Presiden yang ditetapkan di Jakarta oleh 
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Presiden Joko widodo, melalui Kementeriannya Sektetariat Negara Republik 

Indonesia, bertanggal 13 Februari 2015 tersebut yaitu, ‚ berupa perubahan 

jenis pidana dari pidana matiyang dijatuhkan kepadanya menjadi pidana 

penjara seumur hidup‛. 

Pemberian grasi kepada Dwi Trisna Firmansyah secara hukum, sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 6A yang berbunyi ‚ 

demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi 

urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta 

para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk mengajukan 

permohonan grasi. 

Sebagaimana yang dikatakan Jimly Asshiddiqe, bahwa grasi 

merupakan kewenangan Presiden yang bersipat judisial dalam ranka 

pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk 

mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan 

tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan. 

3. Kasus Terorisme 

Pemberian grasi kepada narapidana terorisme dalam bentuk 

perubahan jenis hukuman yang awalnya hukuman mati menjadi hukuman 
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seumur hidup memang menjadi hak dari Presiden yang berlandaskan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. 

Yang 3 (tiga) kasus ini yang dapat diberikan grasi oleh Presiden RI. 

Adapun analisis penulis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2010 Tentang Grasi. 

Pertama kali membahas tentang Undang-Undang grasi, yaitu Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950, tetapi Karena Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka di 

bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. 

Begitu juga dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2002 tentang grasi kepada Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2010. Alasan diubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2002 karena permohonan grasi belum dapat diselesaikan dalam batas waktu 

2 (dua) tahun, sehingga kekososngan hukum untuk menyelesaikan 

permohonan grasi. Bahwa pemberian grasi harus dilakukan secara tepat 
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dalam waktu tertentu dan segera mungkin untuk tercapainya kepastian 

hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pengertian grasi dalam Undang-nndang grasi Pasal 1 ayat (1) adalah 

pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau 

penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. 

Permohonan grasi yang sebelumnya hanya dapat dimohonkan paling lambat 

1 (satu ) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menjadi tidak 

dibatasi oleh jangka waktu dalam pengajuan permohonan grasi.Namun 

tujuan permohonan grasi itu melindungi warga Negara dengan memberikan 

kesempatan narapidana untuk mendapatkan pengampunan berupa 

perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan 

pidana yang telah dijatuhkan yang diajukan kepada Presiden. Implikasinya 

adalah pada jangka waktu pengajuan permohonan grasi yang sebelumnya 

paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap menjadi 

kembali pada Undang-Undang sebelumnya yaitu tidak dibatasi oleh 

tenggang waktu tertentu, maka dari itu seluruh warga negara memiliki hak 
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yang sama tanpa terkecuali untuyk mengajukan permohonan grasi kepada 

Presiden.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari awal dari bab 1 sampai bab IV bahwa dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Yang memberikan grasi adalah Presiden sebagai kepala Negara atas 

pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang mengajukan grasi adalah 

terpidana sendiri atau kuasa hukum atau keluarganya, grasi diajukan 

langsung kepada Presiden. Grasi dapat diajukan setelah terpidana 

sudah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

teta. Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali terhitung 

semenjak mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. Waktu untuk menunggu putusan permohonan grasi adalah 

paling lambat tiga bulan setelah terhitungnya diterimahnya 

pertimbangan dari Mahkamah Agung dan keputusan Presiden ditolak 

atau dikabulkannya grasi disampaikan kepada terpidana paling lama 

14 hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden.
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2. Pengampunan, yang dimana bahwa sebenarnya pemberian 

pengampunan mempuyai dua macam hak untuk memberi 

pengampuan terhadap terpidana, yakni yang pertama pengampunan 

yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban pada 

kasusjarimah qishos, dan yang kedua pengampunan yang diberikan 

oleh Kepala Negara. Perlu diingat bahwa dalam perkara yang 

dibenarkan adanya pengampunan pada perkara ta’zir. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa yang harus di 

perhatikan sebagai sumbang pemikir peneliti untuk dijadikan sebagai bahan 

masukan dan sebagai saran. 

1. Kepada Kepala Negara atau Presiden agar dapat memproses 

permohonan grasi dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan 

matang. Sehingga grasi tidak hanya dijadikan alas an untuk menunda 

atau mengulur pelaksanaan eksekusi putusan hakim dan harus sesuai 

dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan rasa keadilan 

masyarakat. 
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2. Dalam pemerintahan yang seharusnya membuat kebijakan dalam 

pemberian pengampunan harus berasaskan atas prinsip kemaslahatan 

umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqih Siyasah. 
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